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) PER.ATURAN'GUB'ERNUR SULAWESI TENGAH
‘NOMOR : 08 TAHUN 2010

- TENTANG - -

STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK -

D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV!NSI SULAWESI TENGAH

" Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

N , GUBERNUR SULAWESI TENGAH

:a. bahwa semua bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk
" kepentingan publik perlu didorong menuju terwujudnya pelayanan

publik yang prima yang memenuhi harapan dan kebutuhan secara
berimbang antara pemberi dan penerima pelayanan;

. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

" maka diperfukan adanya suatu standar penyelenggaraan pelayanan
-publik di lngkungan Pemerintah Provinsi- Sulawesi Tengah yang

dituangkan dalam suatu bentuk regulasi daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
- huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Standar Penyelenggaraan:’ Pelayanan Publik - di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; - :

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun- 1964 'téntang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti - Undang-Undang Nomor 2. Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sufawest Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
" Undang Nomor 47:Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi

~ Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 “Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok.'

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
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Tahun 1999‘tenténg Peruﬁahan atas * Undang-Undang - Nomor 8

~Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ‘(Lembaran - Negara -

Negara Republik Indonesia Nomor 3980); - o
Undang-Undang Nomor ‘32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, -Tambahan_.Lembaran

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah-diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor -
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, ‘Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah- Nomor 30 Tahun 1980 tentang P’eraturah .

Disiplin Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

10.

i1,

Indonesia Nomor 3176); .- ;

. Keputusan Mentett Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
. G3/KEP/M.PAN/7/2003. tentang Pedoman Umum Penyel_enggaraan'_-

Pelayanan Publik; - .

i Peraturan Menterf- Negara Pénd’ayaguhaan Apara_tu'r'Nega'ra N_omdr .
.'-PER/ZO/M.PAN/O4/2006' tentang _Pedoman Penyusunan - Standar

Pelayanan Publik; - , - ‘ . o
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

~'PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian ‘Kinerja Unit
Pelayanan Publik; = : ‘ : -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang -
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; o
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi-
Sulawesi Tengah -(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- Nomor 4 tahun 2008); -

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2008

. tentang ‘Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerat Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi -
Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2008); o _ L
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008

- tentang Organisasi dan Tata Kerja' Dinas-Dinas Daerah Provinsi

12.

13.

Sulawesl Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 6 Tahun 2008); . w S T
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008

tentang Orgarnisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
- Pembangunan’ dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah - (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7
Tahun'2008); .. . T
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009

- tentang Organisasi’ dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari
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Perangkat Daerah Prownm Sulawe51 Tengan (Lembaran Daerah
Provinsi Suiawe51 Tengah Nomor 3 Tahun 2{}09), ‘

| MEMUTUSKAN: |

Menctapkan :  PERATURAN GURERNUR TENTANG STAMDAR.

D
o1
5
4
3

N @

® ®

10.

11,

_ perundang—undangan

PENYELENGGARAAN PELAYANAM PUBLIK DI S
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVENSI SULAWESI .
TENGAH

Pasal 1

aiam Peraturan Gubernm ini, yang dimaksud dengan :
. -Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provin;i Sulawesn Tengah
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.”

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinst Sulawesn Tengah
. - Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya . disingkat SKPD adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pegawal Negeri Sipil, yang selanjuthya disebut Pegawai adatah Pegawm Negerl Sipil
vang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang - dilaksanakan ‘oleh
penyelenggara- pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

" pelayanan mzupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pelsyanan pubiik adalah instansi Permerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemberi pelayanan publik adalah Pejabat/Pegawal instansi Pemerintah Provinsi
Sulawesl Tengah yang melaksanakan tugas dan fungst pelayanan publlk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. :
Penerima pelayanah pubi!k adaiah orang perorangah, masyarakat, instansu pemenntah
dan badan hukum,

Biava: pelayanan pubﬂk adalah segald blaya {dengan nama atau sebutan apapun)
sebagai imbal jasa ates pembertian pelayanan publik yang besaran dan tata cara
pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai thentuan peraturan

- Pasal 2

Standar penyelenggaraan pelayanan publik melupakan pedoman umum panyelenggaraan

pelayanan publik bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawe51 Ter)gah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. : ‘

Pasal:l S

{1) Maksud penyusunan standar penyelenggaraan pelayanan pubilk adalah sebagal

acuan bagi seluruh penyelenggara - pelavanan publik dalam per'ga"uran dan
pefaksanaan keglatan pe!ayanan pubhk sesua; dengan kewenangannya
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{2)Tujuan penyusunan. staridar penvelenggaraan - pelayanan publik adalah untuk
mendorong terwujudnya - penyelenggaraan -pelayanan publik yang prima dalam arti
merenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pember! maupun penerima pelayanar:.

(3) Sasaran penyusunan standar penyelenggaraan pelayanan publik meliputi semua bentuk
pelayanan yang berkaiten dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh .

penyelenggara pelayanan publik di fingkungan Pemerintah Provinsl Sulawesl Tengah.

S Pasal 4 | -

{1) Standar penyelenggaraan pela_y_anan publik disusun dengan sistimatika.sebagai berikut
BAB I : PENDAHULUAN. - o
BAB II ! HAKEKAT DAN ASAS PELAYANAN PUBLIK.

BAB I ¢ KELOMPOX PELAYANAN PUBLIK, ‘
BAB IV : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. - ,
BAB V ! HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN

. PUBLIK. - P R S
BAB VI . : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN  EVALUASE.

BAE VII ¢+ KAIDAH _'PELAKSANAAN._

BAB VIII . @ PENUTUP. . UL e ST
" (2) Standar penyelenggaraan : pefayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
' kercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernuring, . - : R T
o . . ‘Pasal 5 = :
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Agar setiap orang mengetahilinya, mem‘erintahkah_pénguncfangari Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daersh Provins! Sulawes! Tengah. :

Ditetapkan di Paly
pada tanggal 27 Ap:ll 2010 -

' GUBERNUR SULAWESE
: ' TENGAH,

| . - B. PALIUDIY
Diundangkan di Palu : .
. Pada tanggal 27 April 2010 .

KEPALA BIRO HUKUM
YUSRAN LALUSY |
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWEST TENGAH TAHUN 2010 NOMOR: 86
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| LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
‘o . NOMOR : 08 Tahun 2010 :
“TANGGAL 27 April 2010

" PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINST SULAWEST TENGAH

"BAB I

o PENDAHULUAN _
. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
.‘-Bersm dan Bebas dari Korup51, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengamanatkan agar aparatur ‘
negara mampu men]alankan tugas dan fungsmya secara profesnonal produktlf transparan
' dan bebas dari KKN.. :

| Pemrujudan nyata dan sikap aparatur negara dalam men}alankan tugas dan
fungsinya sesua| dengan yang diamanatkan oleh Tap MPR tersebut antara Ia:n tercermin
darl penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh Kkarena. itu, upaya untuk meningkatkan
_kmerja aparatur dalam penyelenggaraan pefayanan. publik terus dllakukan _
' . Dalam menghadapl era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur -
negara ‘hendaknya memberikan pelayanan dengan berorlentasn pada kebutuhan dan
kepuasan penenma pelayanan sehingga dapat memngkatkan daya salng dalam pemberlan
pelayanan _

" Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerlntahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang N
Pemerintahan - Daerah, diharapkan_member]k_an dampak nyata yang luas terhadap
: peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pélimpahan wewenang' dari Pemerfntah
Pusat ke Daerah memungklnkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan - dengan Jaiur '
birokra5| vang febih rmgkas dan membuka pe!uang bagi Pémerintah Daerah untuk-
melakukan inovast dalam _pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan .

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek

transparansi, akuntabilitas dan  partisipasi masyarakat._ Keterpaduan = sistem

| penyeienggaraan pemerintdhan  melalui jaringén informasi  on-line pérlu terus

dlkembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehmgga ‘memungkinkan
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'tersedlanya data dan informaS| pada Instansi Pemermtah Daerah yang dapat dlanallsrs dan -
dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman, R . '

Qleh karena itu untuk mempercepat upaya pencapafan sasaran terhadap peningkatan
kinerja aparatur Pemerfntah Provinst Sulawest Tengah dalam rangka penyelenggaraan |
pelayanan pubiik sebagalmana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI dimaksud maka perlu :
chsusun fandasan yang bersifat umum dalam suatu bentuk pedoman bagi SKPD' Provinsi
Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan pe!ayanan publlk '

BAB I
HAKEKAT DAN ASAS PELAYANAN PUBLIK

A. Hakekat Pelayanan Publik .
Hakikat peiayanan pUbhk adalah pemberlan pelayanan prima - kepada orang
perorangari, masyarakat, mstansi pemermtah dan/atau badan hukum yang merupakan
perwujudan kewaJlban aparatur negara sebagau abdl masyarakat '

B. Asas Pelayanan Publlk
 Pelayanan Publlk dlseienggarakan dengan memperhatlkan 6 (enam) asas sebagai
berlkut : ' '

1, Asas Transparan31 _
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan _
dan disediakan secara memadai serts mudah d:mengert; :

2, Asas Akuntabilitas : . S
Dapat chpertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan, - ' ‘

3. Asas Kondisional :

‘Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemben dan penenma pelayanan dengan

o 'tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efekbv;tas

4, Asas Parﬂs:patnf :

. Mendorong peran serta masyarakat dafam penyelenggaraan pelayanan pubhk
‘ dengan memperhatikan asp:ras;, kebutuhan dan harapan masyarakat
5. Asas Kesamaan Hak :

348



| Tdak dasknmmaﬂf dalarn arti tidak membedakan stiku, ras, agama golongan
gender, dan ‘status-ekenomi,
6. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban :
Pemberl dan penerima pefayanan publik harus memenuhi _hak dan kewaj1bdn
masing-masing pihak secara benmbang ' )

. BAB Il -
KELOMPOK PELAYANAN PUBLIK -

Keiompok pelayanan pubhk merupakan kelompok pe!ayanan yang dlselenggarakan
oeh pemermtah provmsx me[lputz :

1, Kelompok Pelayanan Admmistrattf
- Yaitu pelayanan yang menghasslkan berbagai bentuk dolxumen resml yang dibutuhkan
| oleh publik, misalnya Bulku Pernilix Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor
_Kendé’raan {STNK}, perizinén 'at_a'u ddkumen resmi'!alnnya yang 'menjadl urusan
. pernerintah provinsi berdasari_can peraturan perundang-urtdangan._ '

2. Kelompok Pelayanan Barang : .
' ‘:’_aitu pelayanan yang menghasilkan berbégai bentuk/jenis barang \)_ang digunakan oleh
_pL'zbtiAk dan mérupakan urusan pemerintah provinsi berdasarka beréturan perundang-

'undangah.' h ' |

3. Kelompok Pelayanan Jasa .
' Yaitu pelayanan yang menghasilian berbagal bentuk jasa yang d:bui_uhkan oleh publik,
rgusa!nya pendidikan,  pemeliharaan knsehatan, atau pelayanan. jasa. lainnya yang
* merupakan urusan pemerintah provinsi berdasarkan pera‘curah perundang—und'a'ngan.
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_ BAB IV -
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

A Pnns:p F’elayanan Pubiik :
Penyefenggaraan peiayanan publik perlu memperhatlkan -dan menerapkan prmsip,

antara lain

1.

_Prlns:p hesederhanaan

bahwa prosedur peiayanan publik {ldak berbeitt—beht mudah d:pahaml dan mudah
dnfaksanakan '

Prinsip Kejelasa'n mengenal:
- Persyaratan teknis dan administratif peiayanan pubhx

] Unlt kerja,'pegabat yang berwenang dan bertanggung Jawab dalam memberikan'
pelayanan dan penye!esaran keluhan/persoa!anfsengketa dalam peiaksanaan ‘
pefavanan publik, :

- Rmc:an biaya pelayanan pubhk dan tata cara pembayaran '

'Prinsap Kepastian Waktu
-bahwa pelaksanaan peiayanan publik dapat dlselesa:kan dalam kurun waktu yang :
~ telah dltentukan

“Prinsip Akurasi : . 7 .
‘bahwa preduk pelayanan publik diterima denigan benar, tepat dan sah.

Prinsip Keamanan : _
bahwa proses dar produk pelayanan pub!:k membenkan rasa amar dan. kepastlan

. hukumv

Prinsip Tanggung 3awab

" pimpinan penyeienggara pefayanan publik atau pua}aba’r yang dltunjuk bertanggung :

jawab atas penvelenggaraan pelayanan dan penyelesaran keluhan/persoalan datam

_ palaksanaan pelayanan publik.

. -Pﬁnsip Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

350



ters@edian’ya’ sarana dan prasarana kerja, peralatan ‘kei'j"a,'dan pendukung la'inn-y'a
yang memadai, termasuk penyed:aan sarana teknologl telekomunikaSI dan
mformatnka (telemataka) ‘ ' .

8. Prl; sip Kemudahan Alses ) . .
tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadar, mudah dnjangkau oleh
masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunfkam clan lnformatlka

- g, Prinsip Ked;slpllnan, I<esopanan dan Keramahan .
_.'___pemb=ri pe!ayanan harus bersikap dislplm, sopan dan santun ramdh serta
membenkan pelayanan dengan |khlas ‘ o

| 10, PI’IHSIP Kenyamanan ' . ,

hngkungan pelayanan harus tertib, teratur, dlsedlakan luang tunggu yang nyaman,
bersnh rapl, lingkungar yang indah dan sehat serta ditengkapi dengan fasilitas.
pendukung pelayanan, sepertl tempat parklr toilet tempat ibadah dan fain‘lain.

. Sta'ndar.Pelayanan Pub!ik: 7

Setlap penvelpnggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dlpubhkas:kan sebagal Jamman adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan datam penveit.nggaraan pelayanan
" pubitk yang Wajib ditaati oleh pemben dan/atau penertmd pplayanan

Standar peiayana_n, sekuran_g—kurangnya_ meli_put: T

1 Prosedur Peiayanan _ _
PFDSSUU? pelayanan yang dibakukan bagi pemben dan penerima pe!ayanan L
termasuk pengaduan : : .

2 Waktu Penvetesasan
Waktu penye!esalan yang ditetapkan sejak saat penga;uan perrnohonan sampal .
dengan penye!esatan peldyanan, termasuk pengaduan
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! Blaya Pelayanan L L _ . AR
Biaya tarif peiayanan ter masuk rlnaannya yang dltetapkan daiam prcses pembenan x
pelayanan ' ‘ ' : :

4. Produk Pe!ayanah . . - o
Hasil peiayanan yang akan d!terima sesual dengan ketentuan yang te;ah dltetapkan o

5. Sarana dan Prasarana . o
_ F‘enyedlaan satana cian prasarana peiayanan yang memada1 oleh penyefenggara
. peiayan pub!!k : : o

6. _Kompetensn Petugas Pemberl Pefayanan

Kompetensi petugas pemberl peiayanan harus d:tetapkan dengan tepaf L "

berdasc;rkan pengetahuan, keah!ian, ‘ keteramp]lan, su(ap dan. per!laku yang _
dlbutuhkan o AT - =

'Poi_a.PenyeIenggaréan P‘ela':y‘an'an Pubiik 1 B

Pola penye!enggaraan pelayanan pubhk menputi

1. Fungsional : L : .
Yaltu pola pelayanan puhlik dsbe.nkan pleh penyelenggara pefayanan  sesyai
d@ngan tugas, fungsi dan kﬂwenangannya - '

2 Terpusat L : S _
Yastu pola peiayanan publik dxbemkan SeCara tunggal oimh penyeienggara pelayanan '
berdasarkan pel:mpahan wewenang ddl‘! penyelenggara peiayanan terka;t lamnya '

R 3 Terpadu
a Terpadu Satu Atap » : . .
 Pola pelayanan terpadu satu atap dlselenggarakan dalam saty tempat yang_'
mehput: berbagai Jerus pelayanan yang tidak mempunyal keterkaltan proses dan
’ dnlayanr melalm beberapa pmtu :

b. Terpadu Satu Pintu : . B
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Pola pelayanan terpadu satu pintu dnserenggarakan pada satu tempat yang Lo
: mei:puti berbagdr Jems pelayanan yang memihk; keterkaltan proses dan dﬂayam
melatw satu pintu. o ' '

R 4 Gugus Tugas o FE

Petugas pelayanan pubhk secara perorangan atau. dalam bentuk gugus tugas
ditempatkan pada instansi pemberl pelayanan dan Iokasi pembenan pelayanan
tertentu '

- Selain pdla péla‘}anan sebagaimana _tersebué ihéizin's'i_ yang melakukan pelayanan
' pdblik dapat méngembahgkan pola pehyefeﬁggaraan' pelayahan sendiri dalam -
_ rarigka upaya menemukan dan mendptakan movasi penmgkatan pelayanan publik.
_ :Pengembangan poia penyelenggaraan pelayanan pubhk dimaksucl mengskuti
L prmsup prinsip pelayanan pubhk ‘ g

D Biaya Pelayanan Publrk . L . _
_ Penetapan besaran biaya pelayanan pubuk perlu memperhat:kan ha[-hai se'b'agai o
 berikut: R . o
'_1_.. Tlngkat kemampuan dan daya beli masyarakat o
2, 'ana:/harga yang berlaku atas barang danfatau’ ]asa, _ . )
3 ancuan blaya harus Jeias untuk jenis pelayanan pubhk yang memerlukan tmdakan
seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengullan
4 Dltetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatlkan prosedur sesyal '
' R ketentuan peraturan perundang-undangan

E, Pelayanan Bagi Penyandang Cacat Lanjut Usra, Wanlta Hamll dan’ Ballta N
‘ Penyelenggara pelayanan publik mengupayakan tersedlanya sarana cfan prasarana -_
-yang diperiukan, serta member]kan gkses. khusus berupa kemudahan pelayaran bagi
'penyandang cacat, fanjut u5|a, wanlm hamll dan ballta '

_ - F. Pe]ayanan Khusus _ S _
N Penyelenggaraan pelayanan publik tertentu sepertl pelayanan transportasr, kesehatan,
: dmungkmkan untuk  memberikan penye[enggaraan pelayaran khusus dengan '
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"ketentuan selmbang c[engan blaya yang dlkeluarkan sepan]ang tudak bertentangan.,

_ dengan peraturan perundang-undangan :

‘G. Tata Perilaku Penyelenggaraan .
~ Penyelenggara pelayanan publlk harus memmkl tata penlaku sebagal kode etak da!am' '

memberikan pelayanan publik sebaga; benkut

NS T A W N e

bertindak jUJul’ dlSIp|In, proporsuonal dan profe5|0nal

‘ bertmdak adil dan tidak dlsknmlnatlf

peduli, telitl, dan cermat
bers!kap ramah dan bersahabat

' bersikap tegas dan tidak membenkan peiayanan yang berbellt—bellt
bersikap mandiri; dan .

di!arang menerima |mbalan dalam bentuk apapun

H. Tngkat Kepuasan Masyarakat _ A }
Ukuran keberhasnan penye!enggaraan pe!ayanan dltentukan oleh tingkat kepuasan
_penerlma pelayanan. Kepuasan penerlma peiayanan dlcapar apabfla penerima :

pelayanan memperolen - pelayanan sesuai “dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Oleh karena itu setiap penyelenggara pelayanan melakukan survei rndeks kepuasan .

, masyarakat

pe Penye[esalan Pengaduan dan Sengketa

1.

Pengaduan .
Setlap plmplnan umt penyelenggata pelayanan pubtik waJIb menyelesa:kan setiap

' Iaporan atau pengaduan masyarakat mengena| kettdakpuasan daiam pemberlan

pelayanan sesyai. kewenangannya

Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut unit pelayanan menyediakan

i loket/kotak pengaduan Dalam menyelesa:kan pengaduan masyarakat pimpinan
- unit penyelenggara pelayanan pubhk perlu memperhatlkan hal-hal sebagal benkut

a.. prlorttas penyefesa|an pengaduan,
b. penentuan pejabat yang menyelesalkan pengaduan,
C. prosedur penyelesalan pengaduan; '
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_.rekomendasn penyelesalan pengaduan, ) - :

pemantauan dan evalua51 penyelesalan pengaduan, T
pelaporan proses dan hasil penyelesa!an pengaduan kepatla pirripiﬁan"
"penyampalan hasil penyelesaran pengaduan kepada yang mengadukan,:

= Lsm_'--"l..m. si: S

: dokumentaS| penyelesalan pengaduan. o

2. ,Sengketa' : :

- Penyefesalan sengketa dllakukan melalw musyawarah mufakat dan melalw
-pengadllan Musyawarah mufakat merupakan cara penyeresalan yang pertama.
: “antara plhak penanggung Jawab pemberi- pelayanan dan plhak penenma pelayanan '
- Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesa;kan secara musyawarah mufakat maka .
' dapat disetesaikan mefalun pengad;lan '

i BAB v o
_ HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN

PENERIMA PELAYANAN PUBLIK

A, Pemberi Pelayanan Publik- |
1 Pemberi Pelayanan Publik berkewajlban
a. .Menyelenggarakan pelayanan pub!:k yang berkuahtas sesual dengan standar‘ ‘
pelayanan yang telah ditetapkan. _ . . '
" b, Mematuhi ‘peraturan perundang-undangan yang terkaxt dengan tugas clan '
_ kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - ) .
C. 'Menyarnpaikan pertanggungjawaban secara . penodxk atas . penyelenggaraan' .
7 _pelayanan pubilk , _ o :
d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang . diperlukan serta_
‘memberikan akses khusus ‘berupa kemudahan pelayanan bagt penyandang
" cacat, IanJut usna, wanlta harna! dan bahta ' e

2. Pemberl Pelayanan Pubhk berhak
Mendapatkan penghargaan atas prestasmya dalam penyelenggaraan pelayanan
- publik.
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B. Penerima Layandn Publik:
1. Penerima lavanan publik berkewajlban oo
a. Mentaati mekamsme,' prosedur, dan persyaratan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, - o :
b. Memelihara dan men]aga berbagal sarana dan’ prasarana peiayanan publlk
C Mengawa5| penyelenggaraan peiayanan publik,

2. Penerlma Pelayanan Publ]k berhak * : _

’ a.-_Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesual -dengan asas, tu;uan serta
~ sesual dengan standar pelayanan publik yang telah dltentukan _ ' _
b. .Mendapatkan kemudahan untuk. mempero!eh mformasi sulengkap—lengkapnya '
. tentang szstem, mekamsme dan prosedur dalam pelayanan pubhk ' '

¢ Memberikan saran untuk perba1kan pelayanan publik.

d. Mendapat palayanan yang tidak dlskrimmatlf santur, bersahabat dan ramah

e. 'Menyampalkan pengaduan kepada - penyelenggara pelayanan pubhk untuk
mendapatkan penyelesalan _ : '

f. Mendapatkan penyelesa!an atas pengaduan yang dla;ukan '“esuai dengan, '

g mekamsme yarg berlaku, : :

BAB VE
PEMBINMN PENGAWASAN DAN EVALUASI

A Pembmaan , :
Pembinaan terhadap penyeienggaraan pelayanan publik dliakukan oieh Gubernur atau
-Pejabat yang d:tunjuk serta plmpman SKPD/unit SKPD penyelenggara peiayanan pubhk :
secara berstruktur - -

B. Pengawasan D ‘ S
Pengéwasan penyeienggaraan pel'ayanan publik dilakukan melalui - _
- 1. Pengawasan melekat, yaltll pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
2, Pengawasan Fungs:ona!, yaltu pengawasan yang di!akukan ofeh aparat pengawas

fungs:onal
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3.

Penga'wasan' Maéyérakat, yaitu pé'ngawasahIYang (:_Iiiékukan bleh-'masyéral-('at. '

C. Evaluasr _ :
Evaluasi klnena pelayanan pubhk dengan cara

1
' ‘terhadap klner]a penyelenggaraan pelayanan di Imgkungan SKPD- masmg .

leplnan penyelenggara pelayanan publlk mefakukan evalua51 secara berkala

. masing.

Kegiatan evaluas! dllakukan secara berkelanjutan dan hasrlnya secara berkala '
diiaporkan kepada p:mplnan tertmggl penyelenggara pelayanan publik. ' o
Penyelenggara pefayanan publlk yang kmerjanya dinilai baik perlu dlbenkan_ ‘

'penghargaan untuk membenkan mot|va5| agar Iebih menrngkatkan pelayanan.
_ Penyelenggara pelayanan publik yang kmerjanya dmtla: be!um sasuai dengan yang s '

B "dlharapkan periu terus dliakukan upaya penlngkatan

" BAB VI |
KAIDAH PELAKSANAAN

A, Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan pubink mi digunakan sebagal Iandasan' .

penyusunan petunjuk pelayanan oleh masmg—masmg plmpman unit penyelenggara o

pelayanan pubhk di imgkungan Pemermtah Provms: Sulawesx Tengah

- B. Petunjuk pelaksan’aan penyelenggaraan pelayanan pt;rblik pallng kura'ng memuat : '

1.

Landasan Hukum Pelayanan Publik, yaknl peraturan perundang undangan yang‘
men]adl dasar penyelenggaraan pelayanan S '
Maksud dan Tujuan Pelayanan Pubhk yakm hal hal yang akan dicapa| dari

penyelenggaraan pelayanan

Sistem dan Prosedur Pelayanan Publlk, palmg kurang memuat
a. tata cara penga]uan permohonan pelayanan;
. tata cara pen_angana_n pelayanan;

b .
" ¢ tata cara penyampaian hasil pelayanan; dan
d

. tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.
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4, Persyaratan Pelayanan Publik yaknl persyaratan teknis dan admmnstratnf yang harus :
dipenuhi oleh penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan

5. Blaya Pelayanan Pubiik yakna besaran biaya dan rincian biaya pelayanan pubhk

6. Waktu Penyelesaian, yakm Jangka waktu penyeiesalan pelayanan publii.

7. Hak dan Kewajlban, yakm memuat hak kan Kewajlban pihak pemberr dan penerlma

~ pelayanan publik. P
' 8., Pejabat Penerima Pengaduan Pelayanan Publlk yakm penunjukan pejabat vang -

menangani pengaduan pe[ayanan publ;k ' ‘ .

C. Setlap lepman SKPD menetapkan petunJuk pelaksanaan penyelenggaraan peIayanan
pubhk sesuai dengan tugas fungsu dan kewenangan yang dimmkl : '

BAB \_m’i, B
'PENUTUP:*

Bahwa penyelenggaraan pelayanan pubhk yang prlma merupakan suatu tuntutan di
' dalam suatu keglatan SKPD yang melaksanakan pe!ayanan publik yang menghasa!kan
'dokumen resmi admlnfstratif berbagal bentuk/;enls barang dan Jasa Kepuasan datam
pelayanan publlk sebagal ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan merupakan harapan
semua plhak vang terlibat di dalam suatu proses peiayanan pubhk

Untuk mencapai pelayanan publ!k yang prrma tergantung kepada kualltas mstrumen ‘
.peraturan serta kesadaran kedua be]ah pjhak (yakni pihak perierima dan pemberi
pelayanan) dalam’- meratuhi peraturan yang telah dltetapkan Untuk iy, demi-
menghindari sec_i_:klt mungkm__terjadmya perselisihan maka para pihak harus mehyadari dan
'menjunjung tinggi” kewaijiban - dan_ hak . yang telah ditetapkan " dalam - standar -
penyelenggaraan pelayanan pubiik. S ' L

GUBERNUR suuxwasx
' TENGAH
ttd
'B. PALIUDIU
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